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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Lestari dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa pemerintahan 
yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan 
untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa 
dan negara. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan good governance yaitu 
akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk media pertanggungjawaban 
pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan 
aktivitas pengelolaan keuangan di institusi pemerintah. Otonomi daerah telah 
mengubah sistem pengelolaan keuangan negara dari sentralisasi menjadi 
desentralisasi.  
Tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak 
menutup kemungkinan akan adanya kecurangan-kecurangan dari pemerintah. 
Kecurangan akuntansi merupakan kesengajaan melakukan tindakan yang 
merugikan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi sehingga 
melaporkan laporan keuangan tidak sesuai keadaan sebenarnya. Menurut  
Assosiation Of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan akuntansi dapat 
digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, 
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penyalahgunaan aktiva dan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim 
dilakukan  adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-
up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Manipulasi akuntansi 
mungkin dilakukan dalam praktik-praktik bisnis oleh perusahaan dan biasanya 
melibatkan pihak intern. 
 Fenomena yang terjadi mengenai kecurangan akuntansi pernah terjadi di 
Kabupaten Jepara pada Bupati Jepara yaitu Ahmad Marzuki pada tahun 2016. 
Bupati Jepara tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 
penggunaan dana bantuan politik (Banpol) DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 
2011-2012 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Penetapan 
Marzuki yang merupakan ketua DPC PPP Jepara itu berdasarkan surat penetapan 
sprint nomor 04/Fd.1/04/2016 tanggal 16 April 2016. Hal ini merupakan tindak 
lanjut dari  pengembangan atas persidangan dari dua terdakwa dalam kasus ini. 
Mereka yaitu Bendahara DPC PPP Zainal Abidin dan Wakil Bendahara Sodiq 
Priyono yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Jepara (Tribunnews.com, Semarang). 
Dari hasil laporan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak pegawai 
pemerintah di Kabupaten Jepara yang melakukan kecurangan akuntansi. Dengan 
adanya hal tersebut akan membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak-
pihak yang bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah. Pentingnya informasi 
ini mendorong peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecurangan akuntansi di Dinas Kabupaten Jepara. 
Kecurangan Akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 
yang pertama yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal 
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merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah (Dewi, 2017). Tindakan 
ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
pemerintah yang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmi 
(2017) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 
kecurangan akuntansi.  
 Faktor yang kedua yaitu Integritas. Integritas  adalah suatu komitmen 
pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari 
konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Dewi, 2017). Dalam 
penelitiannya  juga mengungkapkan 3 aspek yang digunakan dalam pengukuran 
integritas, terdiri dari perilaku berprinsip yaitu perilaku yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip yang etis dan sesuai dengan nilai moral. Komitmen teguh pada 
prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk 
tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang meskipun ada tekanan dari 
pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi. Keengganan untuk 
merasionalisasi perilaku berprinsip yaitu tetap berkomitmen dan tidak melakukan 
tawar-menawar terhadap prinsip yang telah dipegang meski dalam situasi dan 
kondisi tertentu. 
Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, 
berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Fenomena skandal keuangan atau 
kecurangan akuntansi yang terjadi juga dapat menunjukan suatu bentuk kegagalan 
integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna 
laporan keuangan. Integritas pelayanan publik merupakan wujud komitmen 
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pemerintah guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan jauh dari kecurangan-
kecurangan. Integritas pelayanan publik terkait dengan komitmen antara 
pemerintah sebagai provider dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa 
integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Dan penelitian 
yang dilakukan oleh Dewi dan Ratnadi (2017) menyatakan bahwa integritas 
berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. 
Faktor yang ketiga yaitu Asimetri Informasi. Menurut Herawati dan 
Darmawan (2014) menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan suatu 
keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih 
dibanding pihak luar perusahaan (stakeholder). Asimetri informasi muncul ketika 
agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang 
dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya. Asimetri informasi dapat 
menimbulkan kecurangan akuntansi di dalam pemerintahan dan dapat terjadi pada 
saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah asimetri yang terjadi antara pegawai 
dinas selaku agen dan DPRD sebagai wakil rakyat selaku prinsipal. Untuk 
mengetahui ada tidaknya kecurangan akuntansi yang terjadi, pada entitas publik 
atau pemerintahan, auditor internal adalah pakar dalam mendisain dan mengelola 
pengendalian internal. Auditor internal bertanggungjawab untuk menilai 
kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang 
memberikan jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan. 
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Rekomendasi yang disampaikan auditor internal seharusnya ditindaklanjuti 
sehingga temuan-temuan berulang tidak lagi ditemukan pada waktu audit 
mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmi (2017) 
menunjukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada kecurangan 
akuntansi. Sedangkan penelitian Ahriati (2015) menunjukan Asimetri informasi 
tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi karena tidak ada 
kesenjangan informasi antara pegawai Dinas selaku agen dan DPRD selaku 
prinsipal. 
Faktor yang keempat yaitu Penegakan Hukum. Penegakan hukum sebagai 
proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma 
hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Rizky dan Fitri (2017). Dalam arti yang 
lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang 
dimaksudkan agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif 
yang mengikat dan mengatur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan 
penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. 
Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah korupsi, sehingga penting 
hukum untuk ditegakkan agar  kecurangan akuntansi dapat dihindari. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Fitri (2017) penegakan hukum 
berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.  
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Faktor yang kelima yaitu Perilaku Tidak Etis. Perilaku tidak etis adalah 
perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara 
umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan 
(Rizky dan Fitri, 2017). Perilaku tidak etis juga disebabkan oleh hal yang 
subtansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral perusahaan. Perilaku tidak etis 
dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (abuse position), penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse power), penyalahgunaan sumber daya organisasi (abuse 
resources) serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action). Penyebab 
terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen dimana 
hal tersebut dapat memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan 
tidak etis yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri, ketidakpuasaan 
dan kekecewaan karyawan dengan hasil atau kompensasi yang diperoleh di dalam 
suatu perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan, dan ketidaktaatan pada 
aturan akuntansi juga dapat memicu terjadinya perilaku tidak etis. Untuk 
mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya perilaku tidak etis tersebut 
sebaiknya perusahaan mendorong karyawannya untuk menanamkan sikap dan 
perilaku etis baik di dalam maupun di luar instansi. Menurut penelitian Rizky dan 
Fitri (2017) perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa 
hasil yang tidak konsisten sehingga perlu diadakan penelitian kembali untuk 
menambah bukti mengenai pengaruh pada kecurangan akuntansi. Penelitian ini 
merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmi 
(2017). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, antara lain 
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adanya penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya, variabel 
independennya yaitu pengendalian internal, integritas, dan asimetri informasi. 
Sementara pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu penegakan 
hukum dan perilaku tidak etis. Peneliti menambah variabel independen penegakan 
hukum dan perilaku tidak etis, karena ada keterkaitan antara penegakan hukum 
dan perilaku tidak etis dengan kecurangan akuntansi. Penegakan hukum 
menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan terhadap 
peraturan yang berlaku, sehingga penting untuk ditegakannya hukum agar tindak 
kecurangan tidak terjadi. Sedangkan perilaku tidak etis menunjukan perilaku yang 
menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati dan 
perilaku tersebut tidak dapat diterima secara moral karena mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain dan lingkungan. Sehingga penelitian ini ada 5 variabel 
independen yaitu pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, penegakan 
hukum, dan perilaku tidak etis. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada sampel 
penelitian. Dalam Penelitian Lestari (2017) sampel yang digunakan adalah 
Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2017. Sedangkan pada penelitian ini 
mengambil sampel Pemerintah  Kabupaten Jepara. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, 
INTEGRITAS, ASIMETRI INFORMASI, PENEGAKAN HUKUM, DAN 
PERILAKU TIDAK ETIS PADA KECURANGAN AKUNTANSI (Studi 
Empiris Pada Pegawai Dinas Kabupaten Jepara)”. 
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1.2 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain: 
1) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala staf bagian 
keuangan dan staf bagian keuangan di Dinas Kabupaten Jepara. 
2) Objek yang diteliti adalah kecurangan akuntansi yang dijelaskan oleh 
Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi, penegakan Hukum, dan 
Perilaku Tidak Etis. 
1.3 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang seperti 
diatas adalah: 
1) Apakah pengendalian internal berpengaruh pada kecurangan akuntansi di 
Dinas Kabupaten Jepara? 
2) Apakah integritas berpengaruh pada kecurangan akuntansi di Dinas 
Kabupaten Jepara? 
3) Apakah asimetri informasi berpengaruh pada kecurangan akuntansi di Dinas 
Kabupaten Jepara? 
4) Apakah penegakan hukum berpengaruh pada kecurangan akuntansi di Dinas 
Kabupaten Jepara? 
5) Apakah perilaku tidak etis berpengaruh pada kecurangan akuntansi di Dinas 
Kabupaten Jepara? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1) Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal pada kecurangan 
akuntansi di Dinas Kabupaten Jepara. 
2) Untuk menganalisis pengaruh integritas pada kecurangan akuntansi di Dinas 
Kabupaten Jepara. 
3) Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi pada kecurangan akuntansi 
di Dinas Kabupaten Jepara. 
4) Untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum pada kecurangan akuntansi 
di Dinas Kabupaten Jepara. 
5) Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis pada kecurangan akuntansi 
di Dinas Kabupaten Jepara. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain: 
1) Bagi Dunia Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetah khususnya 
pada progam studi akuntansi. Dalam hal ini, apa yang diinginkan peneliti 
mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori akademik 
bidang akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi 
keperilakuan, pengauditan, serta ditujukan untuk mengetahui dan memahami 
kecurangan akuntansi dalam suatu instansi baik di pemerintahan maupun 
swasta dalam melakukan pelaporan keuangan. 
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2) Bagi Dinas Pemerintahan 
Penelitian ini ditujukan agar manajer atau kepala bagian setingkat dalam 
sebuah dinas memahami pengaruh pengendalian internal, integritas, asimetri 
informasi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis pada kecurangan 
akuntansi, serta dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi 
maupun memberi kontribusi guna meningkatkan kinerja para pegawai dinas 
agar mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 
3) Bagi Masyarakat 
Penelitian ini di harapkan mampu menambah informasi dan wawasan 
masyarakat mengenai Dinas di Kabupaten Jepara, sehingga masyarakat 
mampu memahami dan menelaah lebih lanjut perihal birokrasi Dinas 
Kabupaten Jepara dengan demikian kedepannya pembangunan dan 
pengawasan lebih melibatkan peran aktif masyarakat selaku pemilik 
kedaulatan di Kabupaten Jepara.   
 
 
 
 
